
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1024, 2016 KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola 
Ekosistem Laut dan Pesisir. Inpassing. 

 
 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN  

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL 

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan 

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut 

dan Pesisir; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5949); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5603); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil; 

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P 

Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri 

Negara Kabinet Kerja Peroide Tahun 2014-2019; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.1024 -3- 

2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem 

Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1806); 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN 

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL 

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR. 

 

Pasal 1 

Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan 

Pesisir, merupakan acuan bagi pejabat atau pegawai di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi 

daerah dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian (inpassing) 

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. 

 

Pasal 2 

Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan 

Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Juni 2016                                

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
    ttd 

 
SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 Juli 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20/PERMEN-KP/2016 

TENTANG  

TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN 

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN 

FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN 

PESISIR 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Umum 

Penyusunan Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir 

merupakan amanat Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan 

Pesisir.  

 

B. Tujuan 

Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi 

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini bertujuan 

agar pejabat fungsional, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan 

pejabat struktural, memiliki pedoman/acuan yang baku dalam 

melaksanakan kegiatan penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional 

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Pelaksanaan Penyesuaian 

(Inpassing) dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem 

Laut dan Pesisir ini juga diharapkan dapat melengkapi ketentuan 

pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 24 ayat (4) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014. 
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